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RINGKASAN 

NELLY, SISTEM PELAYANAN TERPADU BAGI WAJIB PAJAK PADA KPP 

PRATAMA MEDAN KOTA (Di bawah bimbingan Drs.H.Irwan Nasution,S.Pd,M.AP, 

Selaku Pembimbing I dan Drs.H.M.H.Thamrin Nasution,M.Si, Selaku Pembimbing II) 

Sistem Pelayanan Terpadu adalah suatu sistem pelayanan perpajakan yang 

terintegrasi dengan system yang melekat pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam 

memberikan pelayanan perpajakan. 

Dalam Konsep modemisasi pajak dalam pelayanan kantor pajak adalah pelayanan 

pnma dan pengawasan intensif dengan pelaksanaan good govermance. Tujuannya 

meningkatkan kepatuhan pajak, juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap 

administrasi perpajakan serta produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Paradigma barn 

yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam upaya melayani Wajib Pajak 

guna meningkatkan penerimaan negara di bidang perpajakan. 

Pelayanan prima adalah bentuk pelayanan yang sempuma, bagus sekali, atau 

terbaik yang dapat mengungguli, melampaui pelayanan sejenis yang diberikan oleh pihak 

lain atau lebih baik dari pelayanan yang pemah diberikan pada waktu yang lalu. 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap 

bumi dan atau bangunan. Melalui pembayaran PBB maka kita sudah ikut membantu 

membiayai penyelenggaraan kepentingan masyarakat (kelompok masyarakat) dalam hal 

ini negara. Masyarakat secara sederhana terus berkembang baik kuantitas maupun 

kualitasnya dari kepentingannya pun semakin besar serta komplek, sehingga memerlukan 

penanganan yang lebih dan profesional. 

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi bahwa, TPT pada KPP Pratama Medan 

Kota telah melaksanakan system pelayanai: yang prima terutama dalam hal pelayanan 

Wajib Pajak PBB, hal ini terbukti dari: 

1. Meningkatnya antusias masyarakat terhadap kewajiban melaporkan objek pajaknya 

yang belum terdaftar maupun untuk memperbaiki data yang sudah ada di basis data 

agar sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan. 
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2. Meningkatnya kesadaran masyarakat atau Wajib Pajak membayar PBB karena ada 

paksaan dari pihak kelurahan dimana setiap pengurusan administrasi di kantor lurah 

harus menyatakan lunas kewajiban membayar PBB. 

Berdasarkan kekurangan yang terdapat pada system pelayanan terpadu pada KPP 

Pratama Medan Kota, penulis menyajikan saran sebagai berikut : 

I. Sebaiknya pihak KPP Pratama Medan Kota lebih meningkatkan kerjasama dalam 

bidang PBB khususnya dengan pihak Pemda untuk terus melakukan penyuluhan 

kepada masyrakat agar mereka mengetahui betapa pentingnya Pajak Bumi dan 

Bangunan. 

2. Mens0�ialisasikan system pelayanan terpadu yang ada pada KPP Pratarna Medan 

Kota (Ternpat Pelayanan Terpadu) agar rnasyarakat tidak segan bertanya, 

melaporkan objek pajak, apabila ada kesalahan terdapat pada basis data segera 

ditindaklanjuti. 
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A. Latar Belakang Masalah 

BABI 

PENDAHULUAN 

Sebelum masyarakat berkembang seperti ini, pada zaman dahulu kehidupan 

masih sangat primitif dimana manusia hidup dalam kelompok-kelompok kecil yang 

disebut masyarakat. sejak mereka hidup hen11asyarakat (berkelompok) maka mulailah 

timbul kepentingan-kepentingan bersama (kepentingan kelompok) dari warga 

masyarakat tersebut. 

Mereka menyadari kepentingan-kepentingan tersebut mesti di urus sebagai 

konsekuensi hidup bersama dan demi kelangsungan hidup berkelompok, dalam 

mengurus kepentingan-kepentingan tersebut timbullah masalah, rnasalahnya adalah 

dari rnana diperoleh biaya untuk penyelenggaraannya, kernudian rnereka sepakat 

untuk rnenyurnbang tenaga, pikiran, rnakanan, dan lain-lain dengan dernikian 

kepentingan tersebut dapat terselenggara dengan baik. Inilah cikal bakal pajak dalarn 

contoh urutan peradaban rnasyarakat yang sederhana yaitu untuk rnernbiayai 

penyelenggaraan kepentingan rnasyarakat bersarna. 

Terlihat disini fungsi sederhana dari pajak yaitu untuk rnernbiayai 

penyelenggaraan kepentingan rnasyarakat (kelompok rnasyarakat) dalarn hal ini 

negara. Masyarakat secara sederhana terus berkembang baik kuantitas rnaupun 

cualitasnya dari kepentingannya pun semakin besar serta komplek, sehingga 

memerlukan penanganan yang lebih dan profesional. Untuk itu diperlukan bentuk 

organisasi rumah tangga yang baik sehingga terbentuk negara-negara modem seperti 

e arang 1m. egara diharapkan seperti rumah tangga besar yang rnernbutuhkan 
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banyak uang untuk membiayai segala pengeluaran-pengeluaratmya bagi 

penyelenggaraan kepentingan umum. 

Dalam pembiayaan kepentingan bersama ini bentuk sumbangan-sumbangan 

masyarakat dalam bentuk in natura tidak lagi efektif dan efisien untuk menyelesaikan 

persoalan ini. Untuk itu dalam, persepsi masyarakat modern sumbangan berbentuk 

uang adalah hal paling baik dalam memberikan kontribusinya pada negara untuk 

keperluan di maksud. Pemberian sejumlah uang kepada negara oleh masyarakat 

untuk mengurus kepentingan bersama tersebut dapat disebut sebagai pembayaran 

pajak, sehingga dapat disimpulkan dalam definisi yang sederhana bahwa pengertian 

"pajak adalah iuran wajib kepada Kas Negara berdasarkan Undang-Undang. 

sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat kontraprestasi langsung, yang 

hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Pemerintah. "1 

Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara. Tanpa pajak, sebagian 

kegiatan Negara tidak dapat untuk dilaksanakan. Diperlukan dana yang amat besar 

dalam pembiayaan operational negara, baik untuk pembiayaan rutin maupun 

pembiayaan pembangunan. 

Salah satu pajak yang dibahas disini adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 

PBB adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12· Tahun 1 994. "PBB 

adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan 

oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa -

1Direktorat Pelayanan Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat, lebih dekat dengan 
pajak, Jakarta, 2007. hal.l 
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